
BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR4 TAHTIN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYARNOMOR 16 TAHL]N

2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M,AHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

BUPATI GIANYAR,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan

umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara

kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran

seb'elumnya dipergunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu

dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;

bahrva berdasarkan pertinbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a' perlu

menetapkan Peraturan Daeralt tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Gianyai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015;

Pasal l8 a)'at (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerall- daerah Tingkat ll
dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat darl Nusa Tenggara

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korups-i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor 4355);

Undang-Undang Nornor l5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggringjawad Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambaltan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ientang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasion-al 6em6aran Negara Republik hrdonesia Tahun 2004 Nomor 104, '[ambahan

Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerilntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaratt Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.

4.

5.

6.

'7.



9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaltan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembarau Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 lentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan AnSSota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir deugan

Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor zl8.

Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);

16, Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lentbaran

Negara Republik Indonesia lahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574)i

I7. Peraturan Pemerintah Notnor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58'lahun 2005 teutang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pettyusutrau dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repuhlik lndonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)l

21. P'eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintallan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndJnesia Tahun 1005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4593);

22. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Repub)ik [ndonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Nacara pcnrrhlilt Inrlnneciq Nnmnr 5165):



l-1. Peraturan Pemerhtah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, l ambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peratumn

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 3 10);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonror 39

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Pe.:afirun Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

28. Peraturan Daerah Kabtrpaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahul 2006

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentattg

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar

Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal

Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan

Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14);

30. Peratumn Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang

Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianyar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang

Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 1 5' Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABI]PATEN GIANYAR

dar
BUPATI GIANYAR

MEMIJTUSKAN :

ENTANG DAEMH
Menetapkan , ]r,O,rO* GGARAN

NJA DAE

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Uaerat' Kabuplien Gianyar Nomor l6 Tahun 2014 tentang AngBaran

ffiif,ffi-jin;;iunju o"t'un rui'Jnggaran 201 5' diubah sebagai herikut:

l.KetentuanPasalldiubahsehinggaPasallberbunyisebagaiberikut:

Pasal I

Anssaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ..lngg'l1n - l0ll . tt"3--,1:!'*'"n

Rn. 
-1.452.620.498.trs.t0 ui.t#"r'i"r.:,i,.rrr] 

'np. 
220,44g,o:i.011.84 sehingga menjadi Rp

'iiill.oii.sio.ezt.60 
dengan rincian sebagai beril ut :

a. PendaPatan Daerah :

l. Semula
2. Bertambah

Jumlah PendaPatan setelah Perubahan

b. BelanjaDaerah:
1. Semula
2. Bertambah

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Ro. 1.339.991.904.092.07
R;. 9i.l40.ooo. t88.21

RD. 1.445. I 20.498.8 I 5'76

Rp. 215 689 498 011'84 
Rp. 1.660.800.e96.827.60

Ftp. (221 .4'7I .092.547 ,32)

Ftp. 227.478.092.54't'32

Rp. 0,00

Defisit setelah Perubahan

c. PembiaYaan Daerah :

1. Penerimaan:
a. Semula
b. Bertambah
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

KetentuanPasal2diubahsehinggaPasal2berbunyisebagaiberikut:

b. Dana Perimbangan sejumlah :

Fro. 112.628.594 ;723,69

Rp. 127 10q071 823'61 
Rp, 230.737.666.547.32

2. Pengeluaran:
a. Semula
b. Bertambah
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Pasal 2

r1) PendaDatan Daerah sebagaimana dimaksu dari :

'" u. P.ndrprt"n Asli Daerah sejumlah:

1. Semula
2. Bertambah 08.876.056,251,25

Jumlah PendaPatan Asli Daerah set

Rp. 666.644 86I.000,00



2. Bertambah
Jumlah Dana perimburgur 

r.,"ruh ph#&!€l!gLo{_
. 

l" S;h,i;.r"ratan daerah yans sah sejumrah , 
op. 684.606.492.000,00

2. Bertambah Rp. 30-2.667 .675.237,73
Jumlah lain-lain pendaparan 

Daerah- 
Rp 3 7 l 8 I 680.791 .J0

Yang sah sereiah perubahan - --p. 
33g.84g.3 s6.02g,03

'' l"i';lillfii',?1;1n'1'*"'',na dimakud pada ayat ( r) hurura terdiridari jenis pendapatan 
:

2. Berrambah Rp.248.254.234.254.60

Jumlah Pajak Daeruh ,"1.1r;., ,.rrou#:-i.L-L7j?97. z5 i.88 _
b' Retribusi daerah sejumlah : 

Rp 269 427 532'006'48

i. semula
2, Bertambah Rp 3 L668.99J.981.36
Jumlah Retribusi Daerah setelah p.,rU jiJi@

c. Hasil pengelolaan kekavaan riap,,r. , ""^, 
p J 1 804 202 S81.16

l. Semula _ Jaerah yang dipisahkan sejumlah :

2. Berkurang
Jumlah pendapatan 

Asli Daerah set p. 8.8 r 2.s3 7.878,13n 
l"t;h,J,X**oaran asli daerah yang sah sejumlah :

2. Bertambah
Jumlah Lain_lain pendaDatan
Astt llaeralt setelah perubahan

fn. 80.854.028.620.82
Rp. 17.977.754.764,46

(3) Dana perimbangan sebasaimana /ri_"'.,.r --, 
98 811'?81 185.28

, D"',;;;ffiiii:1ifl'#im,llffiHyrr;jffr:il,j,]irururbterdiridarijenispendapatan:

2. Bertambah RP 24.72g.4zz.ooo,oo

JumIahDanaBagiHasilsetelah,",,fP*o,26.854.l53.000.00

.641.9t5.439.000,00

p. 64t.9t5.439.OOO,O0

(4) Lnin_-lain pendapatan daerah va,...L ^^L- 
p 15 836 900 000.00

penclapatan )ang sah sebagaimana dimaksud padi
n, Hibah sejrrmlah , 

'- '-'rq vrrrrd.*su(r pada ayat (1) hurufc terdiri darijenis

l, Semula
2. Benambah(berkuranor RP o,oo

.ltrmlah nenoaprian gr"iatr setelah o".]iBffi_-----_-!!9-nr.
b. Dana darurat seiumlah :L Semula

2. Bertambah(berkurans) Xl. l,gg

0,00

Jumlah Dana Daru*il'.t"tut p",,Uum* 0,00

0,00



d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1 Semula
2 Bertambah 

"'i^' 'r'n ot^nn Rp 198 962 709 000'00
Jumlah Dana PenYesuaian dan Otono

Khusus setelah Perubahan

sejumlah:

P. 6 405 000 000,00

ah Perubahan

3.KetentuanPasal3diubahsehinggaPasal3berbunyisebagaiberikut:

Pasal 3

(l) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dal :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah :

1. Semula
2. Bertambah . 1.i05 856.404.307,53

Jurnlah Belanja Tidak Langsung set

b. Belanja Langsung sejrrmlah :

I. Semula RP' 45I 563 888 694'28

2 Bertambah Rp' 103 389 703 825'79

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan 

-n'p 

554 953 592'520'07

(2) Belania Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri darijenis belanja :

' a. Beianja Pegawai sejumlah :

1. Semula RP 838 350 ?86 398'02

2. Bertambah 39-MllEzots'gt
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahatr gl3 06'7 '7 48'413'99

Ro. 0.00

"^ 0.00

P 0'00

c. Belanja subsidi sejumlah :

l, Semuta RP 9'99
i, i"rti,nurttl(u.tr.rrungl RP o'oo -
Iumlah Belanja Subsidi setelah Perubali Rp 0'00

d. Belanja hibah sejumlah :

l. Semula RP 22 514 709 500'00

2. Bertambah Rp l I 267 990 500'00 - - ,. ) ,e1 7nn non 00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan ^P JJ ' u4 r vv v " - - -

e. Belanja bantuan sosial sejumlah :

l . Semula RP 5' t71 610 000'00

2. Bertambah nP' gqq ZZO OOO'OO '

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelahFfib;[an- Rp 6'073 350'000'00

f. .Belanja'bagi hasil sejumlah :

1. Semura Re 3212s?2:l):':9
2, Bertambah 3'902 065 183'04

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah ;[-an- Rp 36 627 988 898'50

g. Belanja bantuan keuangan sejumlah :

1. Semula RP 94 291'560 508 00

2. Bertambah 19'3.76 6q0 0q7'90

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan set fuiEafffi----------Tp 113 668 250 605'90

L D-146i. ri.{aL tcrdloa seiumlah :

b. Belanja bunga sejumlah ;

1. Semula
2. Berkurang/lberktrrcng)
Jumlah Bunga setelah Perubahan



1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang)

Rp 500.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah :

1. Semula Rp. 44.133.377.143,00

2. Bertambah RP. 393'384 922'0{

iumlah Belanja Pegawai setelah PerISIEIi------------Rp' 44 '526 762 065 
'00

b. Belanja barang danjasa sejumlah :

1. Semula RP 216'148 533 142'44

2. Bertambah Rp. 72 669 506 013'63 -
Jumlah Belanja Barang danjasa seteiii- Rp' 288 818 039 156'07

c. Belanja modal sejumlah :

l. Semula
2. Bertambah

Rp. 191.281.978.408,84
Rp. 30.326.812.890,16

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp'

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal4 berbunyi sebagai berikut:

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp

seteldh Perubahan

Pencairan dana cadangan sejumlah :

1. Semula RP. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
=

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp'

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah-: 
- -

1 . Semula RP. 0,00

2. Bertambah RP 4 759 574 000,00

irrt"n f.ng"lrr."n setelah Perubahan -Rp 
12 259 574'000'00

(2) Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Peihitungan Anggaran Tahun I nggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah :

l. Semula PiP. 11'2'628 594 723,69

221.608.791 .299,00

Pasal 4

(l) Pembiayaan Daerah sebagaitnana dimaksud dalam Pasal I hurufc terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlalr :

l. Semtrla Rp' |12'628 594123'69

2. Bertambah Rp 127 109071 823,63

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 
-Fip' 

239 737 666'547 
'32

b. Pengeluaran sejumlah :

1. Semula Rp. 7.s 00.000.000,00

2. Bertambah
239.',737 .666.54',7 ,32

2. Bertambah(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil penjualan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan setelah Perubahan

Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :

0,00

0,00

0,00Rp

Rp.
Rp. o.oo

Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan Rp'

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah :

l. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Rp. 0,00
np Q00

0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian Rp. 0,00



Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang setelahPE Eifii-n Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l)hurufb terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukar dana cadangan sejumlah :

l, Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Rp. 0,00
Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp.

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah :

Rp, 7.500.000.000,00

t2 .259 .57 4 .000 ,00Jumlah Penyertaan Modal (investasi) daerah setelah
Perubahan

c. Pembayaran pokok utang sejLrmlah :

Pinjaman setelah Perubahan

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah :

1. Semula
2. Bertambah

L Semula
2, Bertambah

l. Semula
2, Bertambah(berkurang)

Rp. 0,00

0.00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang
Yangjatuh tempo setelah Perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah:

Rp. 0,00

1. Seml-rla
2. Bertambah/(berkurang)

Rp.

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan Rp. 0,00

Obtigasi daerah setelah Perubahan

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal l, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

SKPD;

Rp. 0,00
Rp. o,oo

0,00
0,00

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi

SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi

SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

f.

h. Lampiran VIII
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Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran

sebagai landasan operasional petaksanaan APBD'

Anggaran PendaPatan dan Belanja Daerah

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanglal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinyu "tttintuhkon 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar'

DitetaDkan di GianYar

pada tanggal 8 Oktober 2015

BUPATI CIANYAR,

-fu;*".-^I( ^A 
GDEAGUNG BH^R^,A ft

Diundangkan di GianYar

pnda tanggal 8 Oktober 2015

SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN GIANYAR'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHLN 2015 NOMOR4 I

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI : (4/2015)


